BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 22 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

DAERAH KABUPATEN KERINCI
BUPATI KERINCI,

: a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam pemusyawaratan/perwakilan,perlu mewujudkan
lembaga pemusyawaratan rakyat,lembaga perwakilan
rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu
melaksanakan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan
memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai
dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa
dan bernegara;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian
perhitungan Jumlah besaran penerimaan pada Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sehingga
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci tidak sesuai lagi
dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor
8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kerinci;

: 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam
Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ipdonesia Nomor 5234), sebagaimana
beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6396);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 120
tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam
negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Kerinci nomor 22 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun 2017 Nomor 22), sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Kerinci Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (Berita
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor
22), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Kerinci nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (Berita Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sébagai berikut :



Pasal 17

Besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD perbulan
ditetapkan sebagai berikut :

a.

b.

C.

ketua DPRD, sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus
RibuRupiah); t
wakil ketua DPRD, sebesar Rp 7.100.000,-(Tujuh Juta Seratus Ribu

Rupiah); dan
anggota DPRD, sebesar Rp 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu
Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Pembayaran tunjangan komunikasi insentif, tunjangan reses, tunjangan
transportasi pimpinan dan anggota DPRD serta dana operasional pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20, dan Pasal 24
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak |
pada tanggal 3 Jdatwart 2023

Al ERINCI,
ADIROZAL _

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 3 Janvad 2023

SEKR

RIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,
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ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2023 NOMOR
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